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DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan pemberhentian pegawal negeri sipil
: menurut peraturan pemerintah perlu di buat pedoman untuk menjamin
keseragaman  dalam  pelaksanaannya, maka dipandang perlu
mengeluarkan petunjuk teknis tentang pemberhentian Pegawai Negeni
Sipi!, untuk itu Direkiur Politeknik Keschatan Kemenkes Yogyakarta
membuat pedoman pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
pada Politeknik Keschatan Kemenkes Yogyakarta
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (8) perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Keschatan Kemenkes
Yogvakarta

Mengingat

Undang-Undang Nomor 43 whun 1999 tentang Perubaban atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 temtang Pokok-FPokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
MNomor 43 tahun 1999
2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3 Undang-Undang NMomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional.
4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen.
S Persturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor |
Tahun 1994;
5  Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tenatng disiplin Pegawai
| MNegeri Sipil
6 Persturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010
I| tentang ketentuan pelaksanasn Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun
2010 tenatng disiplin Pegawai Negeri Sipil
| 7 Surat  Edaran  Keputusan Menteri  Kesehatan BRI Nomor:
| KP.04.04.3.1.A.256 tentang  Penpangkatn, Peouindshan  dan
Pemberhentian dajam dan dari jabatan Direktur Politeknik Keschatan
di lingkungan Kementenian Kesehatan
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Kedua : Keputusan ini sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat yang terkait
dalam pelaksanaan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di
Politeknik Keschatan Kemenkes Yogyakarta

Ketigs ; Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

spkan di : Yogyakaria
gpal : 2Juli 2014

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan R1 di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Keschatan RI di Jakars |
3, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatuin R di Jakarta

4, Kepala Badan PPEDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Rl di Jakarta
5. Sekretaris Badan PPDM Keschatan Kementerian Keschatan di Jakarta
6 Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Yogyakarta




KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah tiada
terhingga, pada kesempatan ini telah tersusun sebuah buku PEDOMAN PEMBERHENTIAN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIEAN Politeknik Keschatan Kemenkes Yogyakarta

Buku Pedoman pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan ini disusun agar dapat
dipergunaken sebagai pedoman dalam pelaksanaan penataan pegawai sampai dengan
pemberhentian  dosen maupun tenaga kependidikan dilingkungan Politeknik Keschatan
Kemenkes Yogyakarta. Buku ini terdini dari empat bab terdiri dan pendahuluan, tinjawan
umum, tata kerja pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta penutup.

Dengan mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada komponen civitas Politchnik
Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang mempunyai kontribusi dalam penyusinan buki ini.
Selanjutnys mohon masukan akan perbaikan lebih lanjut.

» Juli 2014
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governmance) perlu
didukung oleh Pegawai Negeri Sipil vang berdedikasi dan berdisiplin tinggi serta
mempunyai loyalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu dilakukan
pembinaan kepegawaian yang berkesinambungan scsuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Dalam ketentuan umuem telah diatur delam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun
1979 (lembaran negara tahun 1979 Nomor 47 Tambshan Lembaran Negarn Nomor
3149), telah ditetapkan pemberhentian Pegawai Negen Sipil. Peraturan Pemerintah
tersebut adalah sebapai pengpanti peraturan  perundang-undangan i bidang
pemberhentian Pegawal Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemenntah
Nomor 15 Tahun 1951 jis peraturan pemerintah Nomor 68 tahun 1958 dan Peraturan
Pemerintah Nomer 239 tahun 1961,

Sementira dalam PP 53 tzshun 2010 telah mengatur pemberhentian Pegawa

Megeri Sipil yang discbabkan pelanggarn Disiplin PNS, sedang dalam Undang-
Undang Aporatur Sipil MNegara pada pasal 87 di jelaskan beberape jomis
pemberhentian PNS.

Schubungan dengan adanya beberapa jenis pemberhentian dalam ketentuan ind
baik atas permintaan sendiri maupun tidak ats permintaan sendiri karena pelanggaran
disiplin PNS maka Direktur Politeknik Keschaton Kemenkes Yogyakarta menyusun
Pedoman pemberhentinn dosen dan tenags kependidikan sebagai pedoman bagi
pejabat dan pelaksana kepegawaian di Politeknik Keschatan Kemenkes Yogyakarta
dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan administrasi Kepegawaian.




B. Dasar Hukum

I Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan ates Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999

2. Unding-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2005 tentang CGuru dan Dosen,

4. Undang-Undang Nomor § tahun 2014 tentang Aparstur Sipil Negara

5, Pemturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentinn PNS

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintsh Nomor | Tahun [994;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negen
Sipil

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang
ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang
disiplin Pegawai Negeri Sipil

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemneérintah Nomor 12 Tahun 2002;

. Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS

€. Tujuan
Schagai pedoman bagl pejabat yong berwenang dan Pengelola Kepegawaian dalam
melaksanakan pemberhentian Pegawai Megeri Sipil baik untuk desen dan tenaga
kependidikan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta guna:
1. Untuk menjamin kesersgaman dalam pelaksanaannyes, maks dipandang perlu
mengeluarkan pedoman tentang pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
2. Tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan




BAB I
TINJAUAN UMUM

A. Pengertian

|. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang
bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang
bersangkutan fidak bekerja legi pada suntu satuan organisasi Negar, tetapi mosih
tetap berstatus sebagai pegawal negeri sipil

. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai
Pegawai Negeri Sipil

. Hilang adalah suatu keadaan bahwa sescorang di luar kemavan dan kemampuannya
tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masth hidup atau welzh
meninggal dunia,

_ Disiplin Pegawni Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin

. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, etau perbuatan FNS yang tidak
mentaati kewajiban dan/atau melanpgar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

. Pegawai Negeri Sipil vang selanjuinya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS
Dacrah
Dosen adalah pendidik profesionsl  dan  ilmuwan dengan ftugas  ulama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarlunskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan. penelitian, dan pengabdian kepada
masynrakal..

. Tenaga Kependidikan adalah anggots masyurakat yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelengparaan pendidikan. Hal ini telah dipertogas
dnlem Pasal 39 UL Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menystakan balws
Tenuga Kependidikan  bertugas m:lnknm&aknn administrasi, pengelolaan




pengembangan, pengawasan, dan pelayanan tcknis untuk menunjang proses

10. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara
dosen dengan penyelenggara pendidikan tinggi atau saman pendidikan tinggl yang
memual syarat-syarat kerja serta hak den kewajiban para pihak dengan prinsip
kesetaraan dan kesejmwatan berdasarkan peraturan perundang-undangan

11. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian
kerja atau kesepakatan kerja bersama guru aisu dosen koarena sesuatu hal yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antars guru atan dosen dan
penyelenggara pendidikan atan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

B. Pemberhentian
Pemberhentian Pegawai Negeri sipil sesuai dengan peraturan pemerintah teediri dari
1. Pemberhentian atas permintaan sendiri

(1). Pegawai Megeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat
schagal Pegawai Negen Sipil.

(2}, Permintaan berhenti schagaimana dimaksud dalem ayat (1), Pegawnai Negeri Sipil
dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas
yang mendesak.

(3). Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diwclak apabila
Pegawai Negeri Sipil yang bersanghutan masih terikat dalam kehorusan bekesja
pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usin Pensiun

{(1}. Pegawni Megeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan
dengan hormat sebagai Pegawai Megeri Sipil,

(2). Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 36 (lima puluh
enam ) tahun sejak tahun 2014 semai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor K.26.30/V.7.3/9% anggal 17 Januari 2014 diperpanjang menjadi
58 {lima puluh delapan) tahun.

{3}, Baias usia pensiun schagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diperpanjang bag

Pepawai Negeri Sipil yang memeangku jabatan tertentu.
{4). Perpanjangan batss usia pensiun sebagasimans dimaksud dalam ayat (1) adalah

sampai dengan |




635 ( enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negen Sipil yang memangku jabatan -

I. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh dibidang penefitian

2. Guru besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padas
perguruan tinggi.

3. Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi

Apabila ada penyederhanaan suatu satuan Ornagisasi Negara yang mengakibatkan
adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan
itu disalurkan kepada satuan Organisasi lainnya.

Apabila penyaluran sebagaimana tersebut diatas tidak mungkin dilaksanakan, maka
Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhenukan dengan hormat seoagai
Pegawai Negerl Sipil atau deri jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4, Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagm Pegawal
MNegeri Sipil karenao:

a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/fanji Jabatn Negeri atau
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekustan hukum vang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4
(empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat scbagai Pegawa: Negen
Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan
vang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :
i Melakukan suatu tindakan pidana kejahatzn jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengs .« jabatan; ntou
. Melakukan suatu tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104
sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-undang Huknm Pidana.
Pegawai Megerl Sipil Yang diberhentikan tidak denpgan hormat sebagai Pegawai
MNegeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha stau kegiatan yang bertujuan
mengubah Pancasila dan atou Undang-Undang Dasar 1945 atan terlibat dalam

perakan atnu melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.
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5. Pemberhentian Karena Tidak cakap Jasmani Atau Rohani
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila
berdasarkan surat keterangan Team Penguii Kesehatan dinyatakan:
4. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri karena keschatannya;atau
. Menderita penyakit atau kelninan vang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau

lingkungan kerjanva
¢. Setelah berakhimya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali
6. Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas

{1} Pepawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam wakiy
2 {dua) bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam avat (1) vang dalam waktu
kurang dari 6 {enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat
a. Ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada slasan-alasan

yang dapat diterima atau,

. Diberhentikan dengan hommat scbagai Pegawai Negen  Sipil, apabila
ketidakhadirannya i adalah karena kelalaian Pegawai MNegeri Sipil yang
bersangkutan dan menurul pendapat  pejabal yang berwenang akan
mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pyst (1), yang dalam wakiu
6 (enam} bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah,
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negen Sipil.

7. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atan Hilang

Pegawai Negen Sipill yang meninggal dunia dengan sendirinya  dianggap

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawail Negeri Sipil.

Pegawai Negeni Sipil yang hilang, disnggap telah meningeal duniz padn akhir bulan

ke 12 (dua belas ) sejak ia dinyatakan hilang

Pernyataan hilang sebagaim na dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang

berwenang berdaosarkan sural keterangan atau berma scara dori pejubat  yang

berwajib.

Pegawat Nepert Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yvang kemudian

diketemukan kembali dan masih hidup, disngkat kembali sebagai Pegawal Neger

Sipil., dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dumin dengan
memperhitungkan hok-hak kepegawaian yang teloh diterima oleh keluarganya
L]




8. Pemberhentian Karena Hal-hal Lain
Pegawai Megeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada Instansi induknya
setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, leiapl tidak dapat
dipekejakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat
dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

. Pemberhentian Sementera
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan sementara baik schagai Pegawn Megeri
sipil maupun pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional tertentu maupun
Jabatan: Struktural.
Pemberhentian sementara dapat dilaksanakan sesual dengan perafl.an perundang-
undangan yang berlaku.




BAB I1I
MEKANISME PELAKSANAAN

ﬂeimhm pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri sipil sesuai dengan peraluran
A. Pemberhentian atas permintaan sendiri

Pegawai negeri vang minta berbenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai

Megeri Sipil. Beberapa ketentuan yang berkaian dengan pemberhentian atas

permintaan sendiri meliputi -

1. Permintaan berhenti sebapai Pegawai degeri Sipil dapat ditunda entuk paling lama
{ (satu) tahun, cpabila ada kepentingan dinas yang mendadak, umpamanya
pegawai negeri sipll yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas yang sukar
dialihian kepada PNS lain. Dalam hal yang demikian, maka dalam jangka waktu
paling lama | (satu) tshun itu harus dipersiapkan penggantinya.

. Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negen Sipil diajukan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki, bagi PNS yong bertugas di
jurusan yang bersangkutan mengajukan melalui Ketua Jurusan, Kewa Jurusan
membuatkan usulan Kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogvakana,
Kepegawaian Direktorat membueat Usulan Baik Secara manual ditujukan ke Badan
PPSDM Keschatan kemudian usulan on-line ke Bire Kepepawaian Kemenkes

. Penundaan atas permintaan  berhenti seorang PNS diberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan oleh Menteri atau pejabat vang berwenang yang di
tunjuk.

. Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS diberikan hak-nak
kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada seorang
PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dan pada saal
pemberhentiaany . telah mencapai usia 50 whun dan memiliki masa kega 20 tahun
diberikan pensiun’

B. Pemberhention karenn mencapai batas usin pensiun

Baias usia pensiun bagi pegawei negeri sipil adalah sebagas berkur ;
I. Batas usia peasiun bagi Pegawni Negeri Sipil sebagai tenaga kependidikan adalah
58 (lima puluh delapan) tahun




2 Baias usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional

tertentu (Dosen) dapat diperpanjang sebagai berikut :
1}. 58 (lima puluh delapan) untuk Asisten Ahli
2), 65 {enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan
Guru Besar, Lekior Kepala dan Lektor yang ditugaskan secara penuh pada
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta

. Pegawsi negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawsi Negeri Sipil dar kepadanya diberikan hak-hak
kepegawaian sesuai dengan peraiuran perundang-undangan yang berlaku

. Pegawai Negeri Sipil yang menjahat jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1979, apabils ia tidak menjabot lagi
jebatan terschut, diberhentikan dengan homat sebagai Pegawai Neger Sipil
dengan mendapat hek-hak kepegawaian sesual denmgan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

. Salambat-lambatnya satu tahun liga bulan sebelum seseorang Pegawai MNegeri sipil

mencapai batas usia pensiun, pimpinan instansi yang bersangkutan berkewajiban
memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai Negeri sipil tersebut, bahwa ia
akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapat
batas usia pensiurn.

. Berdasarkan pemberitahuan tersebul, Pegawai Negen Sipil yang bersangkutan
mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun sesuai ketentnan pasal 12
Undang-undang Momor |1 Tahun 1969,

. Bagi Pegawai MNegeni Sipil yang bertugas di Jurusan maka usilan melalui Ketua
Jurusan, Ketua jurusan membual usulan kepada Direktur. Kepegawaian Direktorat
mernbuat usulan manual kepada Badan PPSDM Kesehatan dan usulan on-line
kepada Biro Kepegawaian Kemenkes Rl

. Pemberhent' an karenn adanya penyederhanaan organisasi
Organisasi bukan lujuan, tetapi organisasi adalah alat dalam melaksanakan tugas
pokok. oleh sehab itu di susun sentu saman organisasi harus selalu disesuaikan
dengan perkembangan tugis pokok, sehingga dengan demikian dzpat dicapal days
guna dan hasil guna yang scbesar-besarmyo. Perubahan satuan organisasi Negars
adakatanya mengakibatkan kelebihan PNS. Apabila terjadi hal yang demikian, maka




PNS yang kelebihan itu disafurkan kepada saman organisasi Negara lainnya dengan
ketentuan schagai berikut :

| Instansi yang karens penyedethanaan organisasi mempunyai kelebihan Pegawai

Negeri Sipil yang perlu di salurkan ke Instansi lain, menyusun daftar pegawal
negeri sipil tersebut dan menyanmpaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara melalui Badan PPSDM Keschatun Kementerian Kesehatan

Apabila PNS yang kelehihan karena penyederhansan satuan organisasi tidak
mungkin di salurkan ke instansi lain, maka PNS yang telah mencapai usia
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja sckurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sehagai
Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun

‘Apabila belum memenuhi persyaratan pensiun maka PNS akan mendapatkan

uang tunggu

. Pengajuan dari Ketua Jurusan kepada Direktur Politeknik Keschatun Kemenkes

Yogyakarta, Kepegawaian Dirskiorst membuat usulan secam manual kepads
Badan PPSDM Kesehatan dan on-line kepada Biro Kepegawaian Kementerian
Kesehatan

. Pemberhentian karena melakukan pelanpgaran/tindak pidana/penyclewergan
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat scbagai Pegawai Negeri
Sipil apabila dipidane penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Melakukan penyvelewengan terhadap Pancasila , Undang-undang Dasar 1945,

atay terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang neneptang Negam atau Pemerintah
(kena hukuman Disiplin berat )} diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Megen Sipil ketentuan :

1

Pimpinan instansi atau pejabat yang di tunjuk dengan sural keputusan Dhirektur
unt'. melakukan pembinsan terhadap pegawai yang bersanghutan sampai
dengan 3 (tiga) kali pemunggilon di sertai dengan berita acara, kemudian
menyusun laporan pembinwan ke Direktur Politeknik Kesehatan Eemenkes
Yogyakarta

Setclah ada laporan dari Kewua Jurusan kemudian di snalisa dan dilakukan
pembinaan tingkat Dircktorat setelah bukti-bukii sesual dengan ketentuan lalu o
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buat loporan ke Badan PPSDM Keschatan lengkap dengan kronologis pegawai
yang bersangikutan

Badan PPSDM Kesehatan Kemudian membentuk Tim dan melakukan
pemeriksaan bersama-sama dengan Politeknik Keschatan Kemenkes Yogyakurt
untuk bahan tindak lanjuL

Seteleh bukti-bukti menyatakan bahwa Pegawai Negen Sipil tersebut benar-benar
bersalah baru dibuatkan usulan pemberhentian tidak dengan hormat dari Direktur
Politeknik Keschatan Kemenkes Yogyakena secara manual ke Badan PPSDM
Kesehatan dan usul on-line ke Riro Kepegawaian Kemenkes Rl

E. Pemberhentian Karena Tidak cakap Jasmani Atau Rohani
Peguwai negeri sipil yang menderita penyakit yang berbahaya baik untuk diri sendin
maupun lingkungan kerjanya, yang sebelumnya telah menjalani cuti sakit, setelah

masa cuti sakit habis tetapi Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian

Kesehatan menyatakan bahwa pegawal vang bersanghutan tidak dapat bekena lagi

dalam semua jabatan  karena kesehatannya, maka secara hierarki dapat diusulian
untuk diberhentikan  dengan hormat dengan mendapat  hak-hak  kepegawaian
berdnsarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku dengan ketentuzn schagai
berikut :

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan sakit mempunyai hak untuk mengajukan
cuti sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah habis masa cuti sakit tetapi Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak dapat
bekeria lagi maka Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
mengusulkan Tim Keschatan untuk melakuksn Pemeriksaan kesehatan lebih
lanjut ke Badan PPSDM Kesehatan

Hasil Pemeriksaan dari Tim Kesehatan npabila menunjukkan yang bersangkutan
tidak dapar bekerjn karenz alssan kesehatan maka akan diwsulkan untuk
diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak Pensiun karena alasan
Kesehatan,

Pemberhentian Karend Meninggalkan Tugas
u). Pegawai Negeri sipil yang meninggalkan tugasnyn secara tidak sab dalam waktu 2
{dua) bulan teris meneros dihentikan pembayaran gajinya mulni bulan ketiga.




b). Apabila dalam waktu kurang dari & (enam) bulan melasporkan difi kepada
pimpinan instansinya, maka ia dapat ditugaskan kembali jika ada alasan-alasan
yang dapat diterima atau;

¢). diberhentiken dengan hormat  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil apabila
ketidakhadirannya itu adalah karens kelalaian sendiri, dan menurul pendapat
pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika i ditugaskan
kemibali.

d) . Alasan yang dimaksud dengan alssan tersebut diatas misalnya Pegawa Negeri
Sipil tersebut menjalankan cuti tshunan sedang perjalanan di pulau terpencil
kebetulan pada saal mau pulang ada kendala atau mengalami kecelakaan setelah
pulang dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.

2}, Ketua Jurusan Unit kerja yang bersangkutan membuat laporan krenologis yang

| disampaikan kepada Direkiur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta untuk
dilakukan telaah, kemudian membentuk tim Pemeriksa di tingkat Politeknik
Keschatan Kemenkes Yogyekarta untuk melakukan analisa, setelah dianalisa,
Tim yang ditunjuk membuat |laporan ke Dirckiur Politcknik Keschatan Kemenkes
Yogvakarta untuk melakukan Kzbijakan

G, Pemberhentian Karena Meninggal Dunin Atau Hilang

Pegawni  Negenn Sipil yong meninggel dunin  dengan  sendirinya  disnggep
diberhentikan denpan hormat sebapai pegawal MNeperi Sipil dengan melalui
mekanisme sebagai berikut ;

1 Untuk kelengkapan tata usaha kepegawsian maka pimpinan instansi yang
bersanghkutan serendah rendshnys Kepalan Sub Bagion atou pejabat lain yang
setingkat dengan ity membuat surat Keterangan meninggal dunia.

Ketun jurusan/unit kerjn membunt usalan untuk dapat diterbitkan pemberhentian
dengan hormat untuk janda/duda PNS yang telah meninggal dunia sesua dengan
ketentuan yang berlaku.

Pegawai Negeri sipil yang dinyatakan hilang dianggap telah meninggal dunia pada
akhir bulan ke -12 sejak in dinyatakan hilang, berdasarkan berita acara atay surat
keterungan dari pejabat yvang berwajib, maka pejobat vang berwenung membuag
surat pernyatnan hilang,

Surat pernyataan hilang dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua sejok
vang bersangkutan hilang, yang dibuat oleh Direktur kemudian di usulkan ke
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Badan PPSDM Kesehatan dengan bukti lampiran yang sah dan pejabat yang

berwajib

Pegawai Negari sipil yang dinyatakan hilang, yang sebelumnya melewati masa 12

bulan diketemukan kembali dan masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali

sebagai Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang,
vang sebelum melewati masa 12 bulan diketemukan kembali, tetapi cacat
diperlakukan sebagai berikut :

a. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Megeri Sipil dengan hak
pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat)
tahun, tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja sesuai dengan yang
disyarstkan maka akan diberhentizan dengan hormat tanpa hak pensiun,

. Apabila hilangnya dan cacatnya it discbabkon dalam dan oleh karena
menjalankan kewajiban jabatannya, maka ia diberhentikan dengan hormat
sebapai Pegawai MNegeri Sipil dengan hak pensiun tanpa memandeng masa
kerja

. Apabila ia masih schat dapat dipckerjakon kembali

ﬂi- Pemberhentian Karena Hal-hal Lain
| Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan din kepada Pimpinan instans
induknya 6 (enam) setelah habis menjalankan cuti di luar tangpungan negara,
diberhentikan dengan hormat schagai Pegawai Neperi Sipil
Pegawai Negeri Sipil yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi
induknya setelah habis menjalankan cuti di luar nggungan negara diperlakukan
sebagai berilut
#. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 {enam) bulan maka
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkuian dapst dipekerjakan kembali apabila
nlasan-alasen keterlambaton melaporkan diri itu dapat diterima oleh pejabat
yeng berwenang dan ada lowongan dan setelah ada persetujuan Kepala BKN
. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu tidak dapat diterima oleh pejabat
yang berwenang maka Pegawal Negeri Sipil yany bersangkutan diberhentikon
schagai Pegawn Negen Sipil
Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik dalam Undang-
undang Nomor 43 tahun 1999 dinyatakan bahwa PNS dilarang menjadi anggota
dan/atay pengurus partal Politik, Apabila akan menjadi Anggota/Pengurus pariai
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politik dapat mengundurkan diri, meka ketentuan pemberhentiannya sebagai

berikut:

1} Pegawai Megeri Sipil yang mengundurkan diri tersebut diberhentikan dengan
homnat sebagai PNS. Pemberhentiannya terhitung mulai akhir bulan yang
bersangkutan mengundurkan din.

2] PNS yang menjadi anggota dan/pengurnus panai politik tanpa mengundurkan
diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil

L. Pemberhentian Sementara
Mekanisme pemberhentian sement.ra sebagal berikut |

1

Pemberhentian sementara dari Pegawai Negeri Sipil dapat ditakukan apabila PNS
yang bersangkutan didakwa telah melakukan suatu kejahan/pelangparan jabatan
dian berhubungan dengan ity oleh yang berwajib dikenakan tnhanan sementara,
mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

- Tujuan pemberhentian sementara terutama untuk mengamankan kepentingan

peradilan dan juga untuk kepentingan jawatan (instansi)

Selama pemberhentisn  sementara  kepada Pegawszi  Negeri  Sipil  yang

bersangkutan diberikan penghasilan sebagai berikut :

a Jikn ada pewnjuk-petunjuk yang cukup  meyakinkan bahwa  yang
bersangkutan telsh melakukan pelanggnran vang didakwokan atas dirinya,
mulai bulan berikutnya in diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50%
dari gaji pokok yang diterimanya terakhir,

. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang pelanggaran yang
didakwakan atas diringa mulai bulan bulan berikutnya 1a diberhentikan
diberikan bagian gaji sebesar 75% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir

Diberhentikan sementara dari jabatan fungsional terentu apabila pejabat tersebut

sedang mendapal tugas belajar atau mengikuti pendidikan formal lebih dar 6 {

enam ) bulan. Dengan ketentuan sebagai bertkut

a. Ada surat keputusan tugas belajar

b. Di biavai dari angeamn pemerintah stas DIPA satuan kergo

. Tidak dibayarkan njangan fungsionalmya

d. Tidak dibayarkan uang lauk pauk

¢. Dibayarkan tunjangan kinerja sesuai dengan aturan tugas belajar
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1. Prosedur Pemberhentian
Prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut ©

Yang bersangkutan meogajukan  permobonan  secara  tertulis  dengan
dilengkapi alasan yang sah diatas materai

Ketua Jurusan melanjutkan usulan vang bersangkutan kepada Direktur
Poliekkes Kemenkes Yogyakarta

Kepegawaian Direktorat melakukan telaah dokumen usulan

Kepegawnian Direktorat membuat usulan secars manual kepada Badan
PPSDM Kesshatan dan usulau on-line kepada Biro Kepegawaian Kemenkes
di Jakarta

Pemuntauan usulan melalui Aplikasi SIMKA oleh Analis: Kepegawaian
Direktorat

Penerimaan Surat Keputusan

Penyershan Surat Keputusan oleh Direkur Politeknik Keschatan Kemenkes
Yogyakaria




BAB IV
MONITORING KEGIATAN

'}} _;:_l'tllluln.nu kegiatan pemberhentian

Kegiatan monitoring dilaksanakan mulai dari pemantauan kepada Pegawai Negen

Sipil yang telah dilaporkan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes

Yogyakarta dengan cara :

1. Dilakukan pemanggilan kepada Pegawai yang bersangkutan mulai dan
pemanggilan pertams  untuk dilakukan pembinaan dengan cara  dilakukan
pemangpilan sampal dengan 3 (tiga) kali kemudian di  bust berita acara
pemeriksazn untuk pemeberhentian tidak dengan hormat tanpa hak pensiun
Untuk pemberhentian dengan hormat dengan mendapatkan hak pensiun
monitoring dilakukan melalui data yang ada pada program SIMEA agar dapal
mengetahui data pegawal yang akan pensiun, persyaratan apa vang diperiukan dan
sudeh sampni dimena proses usulannya

. Untuk pembebasan sementara bapgi pejabal fungsional yang sedang melakukan
tugas belajar dimulai dar penerimaan surat keputusan peserta tugas belajar sampai
dengan proses pengusulan surat keputusan agar dapat mengetabui sampai dimana
proses usulan tersebut

‘B. Waktu Monitoring
B o Preawni Mot Sipi i ditmibenkiian. B dengan ot schugd
berikut :
a Mingpu pertama menelash laporan pelanggaran disiplin
Minggu ke 2 melakukan pemanggilan |

. Minggu ke } melakukan pemanggilan [T1
. Minggu ke 4 menelaah hasil pembinaan dengan mengumpulikan bukti-bukti
pendukungitya
[ Bulan berikutnya membuoat laporan ke Unit Lltama

2. Uniuk pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun dilakukan sebagal
berikut :

b,
¢ Minggu ke 3 melakukan pemanggilan [1
d
@

4. Awal tahun dilakukan inventarisasi data melalui program simka,
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b. Monitoring mwmmhhﬂdibmhnﬁnwmﬂiﬂhﬁmm
melalui proses Aplikasi SIMKA

¢. Satu minggu setelah penyelesaian permasalshian apabila ada kekurangan
berkas

3. Pemberhentian sementara bagi peserta lugas belajar d'lakukan sebagai beikut:

a. Pemantauan setelah terima Surat keputusan ijin belajar untuk mengetahui
terhitung sejak wgas belajar

b. Proszs usulan baik di Badan maupun di biro kepegawaian




BAB Y
PENUTUFP

Pedoman pemberhentian Dosen dan tenaga kependidikan ini dapat digunakan
scbagai acuan dalam melaksanakan pengusulan pemberhentian Pegawai Megeri Sipil
di Lingkungan Politenik kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Isi pedoman akan
disesusikan  dengan  ketentuan yang berlaku, schingpa pedoman ini dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan institusi.

Semoga pedoman ini  dapat digunakan dengan  sebpik-baiknya dalam

penyelenggaraan pelaksansan pemberbeniian dosen di Lingkungan Poltekkes
Kemenkes Yogynkartn,




__-qudang Hu_rm:lr_ # Tahun 1974 twcntang Pokok-Pokok Kepegawaian

1g-Lindang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
! Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994,
ran Pemerintah Nomor 30 Tabun 1980 weniang Disiplin PNS;
Pemerintah Nomor 3% Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
A a telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 39 Tahun 2000;
turan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatar, Fungsional PNS;
suran Pemerintah Momor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana
h diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor |2 Tahun 2002;
an Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan,
ndahan dan Pemberhentian PNS;
san Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;

an Presiden Momor 59 Tahun 2006 fentang Tumjangan Dosen.
usan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/ cp/ME. WASPAN/B/1999 entang
1 Fungﬁnnnl Diosen dan Angka E:mdltn}a

Br. MPKJ’KPH‘T dan Nomeor 18] Tabun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnys,

L Keputusan Menteri Pendidikan Masional Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjulk Tekms

' Pelaksanaan Penileian Angka Kredit Jobatan Dosen.

prose: pmsmn atas permintaabn sendiri (APS)
i e pensiun cacat karena dinas

proses batas usis pensiun
vses masa bebas tugas
ses berhenti tanpa hak pensiun
asan sementara karena tugaﬁ belsjar lebih dari 6 bulan




ATAS PERMINTAAN SEMDIRI [APS)

Parsyaratan Lmem

Berusia min 50 (hma puluh] takun dgn masa Erja
pmin 20 [disa pubuh) ahun

Persyarstan Berkas

Print out bsul onlina Yang tplah ditandatangani dan
disparmpel dimndd

syrat Permahonan pegawal vang persangkutan diatas
rrataral fp. S0,

Fotocogy  Kepunssan Pengangkatan sahapal Calon
piegawsl Megari Sipl dan Pegawal NRagerl Slpii

Fomcopy Kegutusan Kenaikan Pangkat terakhir
OFCP (| Data Persrangan Calan Pensrims Permiun 1]

paftar Susunan Keluargs yang dketatul aleh camat
telempal

Fotacopy Surat nikah

Fopociphy akie kekaliran arak [ Berusiz diatas 1 tahumn,
hakpm maniksh dan prashh sekokah hans dilamairkan
grat keterangan darl Dekan |

5, P33 dstam % gahiar tarakiir

10 Pas tato ukursn 4 X g 7 lesmbar |




ALLIR PROSES PENSILN CACAT KAREMNA DINAS

Persyaratan Berkas:

Karena Dinas
1. Print out usil onling ¥ang palah ditandatangard dan

distampe] dinas

3, Surat  Kepulusan Kenafkan  Pangkat LEmaniara

ANUMETa

3 Fotocopy Reputusan Pengangkatan sebagal Calm
pegawal Megeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil

oses Entry |
E ] p
= d, Fotooopy ReputuEan Kenalkan Fangkat terakhi
s
e 5, Fotocopy EGB | Renaikan Gajl Berkala |
i w'“ @
— £ Daftar Susunan Keluarga yang diketahul pleh Camal
l weLemmpat
~ Validas l"'G)'— L
] 7. Eotecopy surat niksh
| Proses TRPE
rRS—— & Fotocopy akte kalahiran anak { barusia diatas 20 tahus,
Rarena Dinias balum mindcab dan masih gpkglah hasuy dilsmprean
r surat eterangan dar tekan |

gtaw surat

Fotocopy  Suwrat rarintah  PEnUgasan
@ Katorangan yang menjelaskan bahwa EFHS { PHS yang

bersangkutan mengalarnl keeelakaan atau cacat dalem
e mjalaniam tugas kedinssan

(=

10, Laporan dari Pimpinan Unit Kerga paling rendah selin

sisntar Kesehatan up Kepala Biro
oristiwg yvang mengakibatian

i kepads
. Koppgawalan tentang #
| RS ang bevia ngkutan cacal

 ditufuhdan ik peflpefexrian
: korena Dves dl
TR i R I":HT' iﬂ“ | {4, Surai Heberangan darl Tem Pengujl Egsthatan Ying
- TR . | menyatikan jeni £B3T YONE dadarita olgh PRy yang
berianghutan  ERE mengakibatian @ tdak dapat

ueker s logh dalam saiman jabatan heegerl

13. DP-3 dalam 2 tahun tesakhir

13, Pas fobs ukuran 4 X6 (7 fermbar




ALUR PROSES PEMSIUN HARENA c.nmn.nsmm.rmﬂml {UIUR]

Persyaratan Barkas:

1. Prist oul wsul onlng YIns reigh ditandatangani dan
drste-rmpe dinas

. Surat Kefarangan dart I'ImPenij-h'znh:Ian

. Fotocopy  Eeputusan penganghatan sabagal  Calon
Pegawai Negarl Sipdl dan Pepawal hegar Sipill

. Fovouogy Beputusan Kenaikan Pangkat terakhir

 pafter Susunan Keluarga yarg diketahul obh camat
salampit

. Fotooopy surat nlkah

. Fotecopy akte kelaliran anak | berusia diatas 20 tahun,
halum meniksh dan mash wakglah harus dilampirkan
surat katerangan darl pekan |

LAl PMermyataan tidak pernah  dijatubi hiukasenan
disiplin tingkak pedang atau Tingkat berat yang ditanda
fangari owh pejabat yang berwaEnang

5. Padfoto wkurana KB | 7 beariar ]




ALUR PROSES PENSIUN AHUMERTA [MENINGGAL DALAM TUGAS)

sgralun Anumerta {Meninggal
Datam Tugasl
porryaratan Berkas

i i Prirk out wsul oniing yang telah ditandatangani dan
ifsul Onling J disternpel dinas

l 2, Fotocopy KEpuTusan SETNBTHLATE pemailan  Pangicat
Proses Entry | AnumErta

l 3. Eplccogy  Eeputusan pongangkatan iabagal Calon
: i Negeri Sipll dan e awah Noger Sip
4 T '| pagawal Meg Slp E gort Sipd
: | & Fotocopy Keputusan Kenalksn pangkat terakhis
“gendaagian | {::}
o, geifta Acara dart pajabst yang borwajls tentang
1, kpjadian yang mengakibatkan yang hersangkutan

Valdasl !I {:'_T:l rraningpal dunla
l 6. Wisumm et pepartum darl diktel
an Usul Ke BEN (-- -
dan Presiden —

7. Laporan dari Plmpinan Unit Korjs paling rendah esolon
n kepadas paanterl Kesghatan U Kepala ®ir0
Kepegawatan tonling peristiwa yang mengakibatcan
pRiS ywanp bersangritan cacal

T el ke BYN / Setkab | —
Cig)

A, 5. Eotooopy KGE | geralian a)i Berksta |

g Daktar Susunan  Keldargs yang ovkelahul obeh camat
perbrrepal

100, Fotocopy sural nikah

mw ditiutuhken untuk penyelesaian 11 Fotocopy akie galahiwan anak [Barua diatas 1 tahun,
--:m._ﬁ.tmﬂunmhmn;mpnmxgnr ' belum menikah dan mas sekalah’ hasus diampirkan
- <] dll Bir Kepegawaian adaloh | sutat ketarangan don Dekan |

17, 4urst Pornyataan tdek periah dijatull hukuman Eishplin
tinghat sedang glay tingkat berat yang dttanda targani
ghah pajabat yang berwenang

13,043 dadam 2 balwn Ak

L4 Pas Totd ukuran A %8 7 lembar )




rainn Kemeniaran Katehatan Rl

ALLUIR PROSES PENSIUN JANDA/OUDAJANAK

~ "
sun landafDuda/ Anak Persyaratan Umum
1, -Surat EsTRrangan Kematian  darl
Lurahy Camat
= 1 Syrat NRTETINEEN jandajDudafAnak
syl Onbine j L dark § nrah st L
1 rrases Entry |
i Persyarotan Berkas:
SeandaTl |
= 1. Prini out usul ooling yang tplah ditandatanganl cam
1 Estaempel dinas
i ia | e
ek {“L} 3 Gugat Keterangan Kematian pimarhumyalimarkiumah
I’ ! = 3. Surat Permohonan darl janda f duda [ anak [ bl wanis |
validasl i [_.;]

4. Fotocopy KEpulosan Pengangkatan sebagal  Cabon
Popawal Megen Sipll dan Pegawal Megerk $pil

| Peryetesaian Lsul Ke BKN —

dan Fraesiden 5. Fotocopy Kepulusan Kpnaikan Pangkat terakhin

L §. Daftar Susunan Keheargs Yank diketahul obeh camat

Kirim Lsul ke BEN/Setkaty )

iplanipat
|

7. Eotmoapy surat plkah
I

B, Fotocopy akte igalghiran anak | berasia diglas 20 tabin,
balym menikah dan masih pekolah Narus diampirkan
surat keterangan dari Bekan )

g, Surat Pernyataan bidak parnah dijatunl hukuman diziphin
ngiat pedang atad {inghat berat yang dia rda tengani
piah pajabat yang berwensng

10, CP-3 datam 2 tahun Tarakhie

'_1. H‘?'Hi.h.hl'll.-'hjﬁaﬂ wntull pe rpelcaoran
vt Lhsed Pensiun Jengla/Duda/Angk i Biro
enegawmol adeloh 1 Harl Kerjn '

ik I '.'|I1 o]

| 11. Pas fato ahil wars wkuran & % 6 { 7 lembar )

- " 1
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:" as Usha mmtun‘_|

gl O |

Frnur_EI'llw |

F.gardﬂ_'_l'l.!
i s ] )
Walldasi = (:}

Fonyelesaian Usul ﬂ, ®

BiH dan Praskiun

it Lisid ke BEN -~
Salkab ] 'M.i:]

.:.%M - .
fan usid Panskn alF
L rl:iu!hfu 24 Hari Kera

ALUR PROSES BATAS USIA PENSILUN

rl"'

Parsyaratan Umum @ ‘\\
Barusia 56 [ma peiluh anam) Lehun alau

1 60 (enam puluh) tabun bagl Sukcrataris
Jancleral,  Inspesiial Jendaral, Dirakbur
jmpdaral, dan  Mepsla Badan di
Departeman, Esslon | daiam jakatan
shrukburaé. setan yang disabuikan, esalon
it datars |sbalan strukturad, Dokler yang

ditugaakan Secard panuh pada Lemaaga
Kedokteran MNeger, Jabatan lain yarg
dikpniuken Prasiden,

3 % janam pulsh ma) lahun bagl Panelil
Madya dan Penelti Llama, Dasen, Gud
Besgr. Jsbalan lkin yang dAsniukan

k Presidan .

Parsyarian Barke:

Prinl oil wsul Geline Fang jslah Sardatergsnl dan
Entampe| dinad

g E.ur.HF"unnﬂ-hl:nlﬂnllFﬂIﬂ'HbFﬂﬂ'Dﬂﬂﬂq
Eorsangrulan anlas mateia R, 600,

i

Fiohaoopy FLpllisman Pangargkaan pehagm Ceion
Ppguen Mages S o Pagassi Hegen Sl

i Fosoeopy Kaguiussn Hensan Fargial ik
b Fotecney KGR | Hanakan Gaj Barkaia §
&, DPCE | Deta Parorongsn Crof Pererima Pandn

7 Dpfar Susuman Feumgh pang dlasinbea ol
Camal seismpal

B FeAcoopy sural i

Eploenpy nhu belalesn anak | Danass @t 2
fahunm, Daoam mpnisaly dan mash sakalsh R
el iTrkan sursl kafsrangan dari Distan )

160, Suret PeimysiEan s parran dgatuhi huskeuiman
gwgtn finghel sodang LR gk DArad parg
diandn targan clah pegbsl yong bareaiErsg

i1, o3 dalam ¥ fafen LRI
12 Pas flo mkiran & KA [T wmiar

13, [Khisis BUP untuk Tenags P o parmniukan )
Syral Pangamialian ke Wwsians Az Ural fSarana
warja Pumointsh [Hes Bepwrinialy PRE ybs o
pereantikan don Folocsy £l Pirbantisn pacd
it (Sabunn kel Pamermohition Femannmh
PHY yba diperianhikan




walan Kamonlanan Kagahalan R

ALUR PROSES DERHENTI TANPA HAK PEMSIUN

$undl Tanpa Hak Pensiun |
Persyarstan Berkas:

- L. Print ot usid online yang tefah ditandatasgan dan

_l_ distempel dines

{sul Online _]
— 3 gyral Permohonan Pegawal yarg persangiouban datas
materad Rp. G000~

et Bty _! 1 fotocopy  Kepulu=n Pengangkatan sebagel Calun

_1 Pegawai Hegeri &ipil dan Pegawal Megeri Sipll

hganda T

l

Azenda Bagisn _j -:::}

| 4, Fotocopy Keputdsan Ke neikan Pangkat terskhir

validati —l ,:_FI'“‘-I
>

—

Fryalasaian 5K Berhenti N
fanpa Hak Pensiun =)
Kirim SK. 10

e

Wakty yg ¥butuhkon unduk
_:Fmi«tmlu'ﬂ Sk Berhenli sebogal FIE
| i lira Kepegowolan adatal 22 Har! |

derg . ]




Tgl. Pembuatan 28 Nopember 2013
Tel. Raviel 071 Juni 2014
Tol. Efekilf 1 Januari 2014
Disahkan oleh
= —— Nomor SOP k-ll_" () ,.-'"i' 4931 !I'._,E{-ll.-l
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
MIP. 1956060619311131000
Nama SOP :
Usulzn Batas Usia Pensiun

psar hukum ;

Kualifikasi Pelaksana :

Undang Undang No. 4% Tahun 1988 lantang Ketentuan Pokok Pokok Kepegawaian
Peraturan Pemerintah No 12 Tehun 2002 tentang Kengikan Panghkat PNS

Keputusan Kepals BEKN Mo 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP NO. 12
Tahun 2002

FPeraturan Menten Kesehotan MNomor 1144
Kerentenan Kesehaian R

Paraturan Menberl Kesshatan Mormor 1820 Tahun 2011 fentang Pedoman Penyusunan
EOP-AF di Lingkungan Kemenlerian Kesahatan

tentang Organisasi dan Tala Kesa

1. Mamaham paraturan parundang-undangan yang terkail dengan Kepegawaian
2. Memahami Prosedur Telap Hepegawsian PNS Kementerian Kesahatan
3. Mamahami pengoperasian aplikasi SIMKA dan SILK Kementenan Kesehatan

Merkaitan ;

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Pamberian Arahan
S0P Surat Keluar

1. Peraturan dan Pedoman dalam Kepegawaian
2. Kamputer yang dilengkapi program kerja terkoneksi faringan intermet dan printar

3. Kaertas dan alat tulis

T T —

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengusulan batas usia pensiun tidak dilakukan maka hak pegawal terabaikan

1. SK Usulan Pensiun
Z. Data Pegawai




wiulan pensiun beserta persyaratan
berkas kepegawaian YANE akan
PEnsiun
Direktur

untek  disahkan oleh

| usul pensiun beserta
i persyaratan berkas

Pelaksana Mutu Balku
A Kasubag Analis _ Direktur Kefengkapan Waktu Qutput Matacaigie
Adum Kepegawaian
[ Menerima usulan darl Jurusan (::) Peraturan Kepegawaian | 15 menit | Surat usulan Pensiun
tdembeii tugas kepada Analis il Peraturan Kepegawaian | 15 menit Instruks Kasubbag | SOP Pamberian Ara
Kepegawsran  untuk  mendata Adum
pegawal yang memasuki dan
memproses pensiunnya E
Mengumpulkan data pegawai yang . Instruksi Kasubag Adum, | 30 menit Daftar Pegawal yang
akan pensiun dan memverifikasi Aplikasi  SIMXA, data akan pensiun
data pegawal sesual dengan syarat- repegawsion lainnya
syarak pmum
Menginformasikan ke jurusan J unit 3 Data pegawai dalam | 40 menit Daftar Pegawai yang
terkait untuk mengusulkan pegawai EIMEA yarg akan nuik akan pensiun
YEng akan pensiun ; panghkat
Mendats pegawal yang memesuki v Instruksi Kasubag Adum, | 30 menit | Daftar Pegawai yang
batas usia pensiun dan Agfikasi SIMEA memasiki usia
memverifikasi data berdasarkan pensiun
persyaratan umum l g
hembual dan mancetak surat Caftar Pegawai vyang | 30 menit Surat usulan pensiun H.a.nFr;gl-'.apI
usulan pensiun melalul aplikasi SILK memasuki usia pensiun,
aplikas SILK I
Menyiaphan surst pengantar, surat Surat usulan pensiun 60 menit | Surat pengantar, surat




PAutl Haxy

Aktlvitas Pelaksana e s
Kasubag Anzlis Direktur Kelenghkapan Viakiu Qutput
Adum Kepegawalan
U A
Mameriksa, meryetujul dan X Surat pengantar, surat | 420 menit | Surat pengantar, surat | S0P Surat Keluar
mensahkan surat pengantar dan wiul pensiun  beserta usul pensiun beserta
surat usul pansiun persyaratan berkas persyaratan  berkas
= yang telah disahkan
Mengirimkan surat  pengantar, + Surat pengantar, surat | 30 menit Tanda terima
sural  wsul pensiun  beserta usl  pensiun  beserta
persyaratan berkas kepegawaian ke persyaratan berkas yang
Biro Eepegawaian untuk di prosrs telah disahkan
sesuai ketaniuan yang berlaku l
Memantau proses usulan pensiun Tanda terima BEa0 menit | SK Pensiun
melaiui apbkasi SIMEASSILK
Menerima SK Pensiun darl Badan i SK Pensiun 1Smenit | 5K Pensiun dan Salinan
PPSOM  dan menggandakan SK
dalam soficopy dan hardcopy
“Memberikan SK  Pensiun  [asli) SKE Pensiun dan Sallnan 30 menit Tanda terima dan
kepada  pegawai  ybs,  dan (j arsip SK Pensiun dan
usul pensiun

|meng:arslpkai‘l zalinan 5K Pensiun
~ Ldan surat usulan




